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BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
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Mengingat

3.

NOMOR 11 TAHUN 2022
TENTANG

PEMBINAAN LEMBAGA KEAGAMAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

babhwa dalam rangka membenluk masvarakat yang
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
serta menjaga kerukuran umat beragama, perlu
dilakulan upaya untuk mewujudkan cita-cita tersebut;

bahwa upava mewyjudkan masyvarakat vang beriman
dan bertalkbwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta
menjagas  kerukunan umat beragama sebagaimana
dimaksud pada huruf a diperlukan deigan meiakulkan
Pembinaan Lembaga Keagamaan di masyarakar;

bahwa Daerah belum memiliki vegulasi tentang
Pembinaan Lembaga Keagamaan di masyarakat,
sehingea perlu membuat aturan yang menjadl acuan
bagi pemerintah daerah;

balwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf ¢ perly
menetapkan  Pergturan Daerah  tetitang  Pembinaan
Lembaga Keagamaan,;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang [Dasar Negars
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomer 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah
Tingkat 1 Dt Kalimantan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahunl953 Nomor 9 Tambahan iemhbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebaygai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820):

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang
Yayasan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2001 Nomorl12, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 413.2);



Menetapkan
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U]'lda_ng-Undaag Nomor 17 Tahun 2013 tentang
Urganisasi Kemasvarakatan (Lembaran Negara Republil
Indonesia  Tahun 2013 Nomor 116 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  tenlang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Takun 2014  Nomor 244, Tambahan
lembaran Nepara Republik Indonesin Nomor 5587/,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja {Lembaran tNegara Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Nesara Noimor 6373);

Peraturan Pemerintah Nomer 12 Tahun 2019 tenitang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negarsa
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tenitang Pedoman Teknis Pengelolaan Reuangan Daerah
|Berita Negara Republik [ndomesia  Tahun 2020
Nomor 1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Huly Sungai Utara Nomeor
12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu
Sungal Utara Tahun 2016 Nemor 12), ‘sebagalmana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Huly
Sutigal Utara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan
alas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara
Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan  Perangkat Daerah  (Lembaran  Daerah

Rabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021 Nomor 503

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

| dan
BUPATI TTULU SUNGAI UTARA

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBINAAN LEMBAGA
KEAGAMAAN,

BAB |
KETENTUAN UNMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah inf yang dimaksud dengan:
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. Daerah adalah Kabuparen Hulu Sungal Utara.
. Kepala Daerah yvang selanjutnya disebul Bupal adalah Bupati Hulu Sungai

ara.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagal unsur
nenvelenggara Pemerintahan Daervah.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwalkilan
Rakvat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.

Pembinaan adalah proses. cara, perbuatan membina lembaga keagamaan
pembaharyan, kegiatan vang dilakulkan secara efesien dan efektifl untuk
memperoleh hasil vang lebdh baik.

Lembaga Keagamaan adalah organisasi non pemerintah yang dibenfuk aleh
umal beragama Warga Negara Indonesta yang menyelenggarakan kegiatan i
bidang keagamaan.

Rumah Ibadah adalah bangunan yang memilikd ciri-cirt tertentu yang
khusus digunakan untuk beribadah bagl umat beragama secara permanen
vang didirikan sesual dengan ketenluan peraturan perundang-undangan.

Bantuan Keagamaan adalah pemberian dari Pemerintah Daerah kepada
Lembaga Keagamaan vang secara spesifik telah ditetapkan peruntukanuya
bersifat tidalk wajib dan tidak mengikat, serta hidak secarg terus menerus.

Bantuan sosial merupakan bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada
individu, keluarga, kelompok atau masvarakat miskin, fidak mampu,
dar /atau rentan terhadap rigiko sosial.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini bertujuan unitulc

EL,

.

mewujudkan masvarakat yang beriman dan bertekwa kepada Tubhan Yang
Maha Fsa; '

memelihara lketenteraman dan  ketertiban magvarakat serla keruluunan
umat heragama di Daerah;

c. menunjang penvelenggaraan kesejahteraan sosial di masyarakat;
d.

menciptakan Lembaga Keagamaan di Daerah yang cerdas berorganmisasl
dan
mengoordinasikan kegiatan Perangkat Daerah dalam Pembinaan Lembaga

Keagamasan,

Pasal 3

Smsaran Peraturan Daerah ini adalah Lembaga Keagarmaan di Daerah,

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

pembinaan;

. lappran;

pengawasan,; dan

. pendanaan.

FERI AT (oo TAEN apmz M|
TRC AN N LEUEATE EEACAMAAY



._'F

BAB I
PEMBINAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

{1) Pemerintah Daerah melaksanakan Pembinaan terhadap lLembaga
Keagamann di Daerah.

(2} Pembinaan sebagaimana dimaksud pada avar (1) dilakukan dalam bentuk:

a. pendataan;
L =osislisasi;
c. bantuan keagamaan; dan
d. tasilitasi.
Bagian Kedua
Pendataan
Pasal 6

(1} Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 avat (2) hurul a terhadap
Lembaga keagamaan di Daerah.

(2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
a. nama lembaga;
b. kepengurusan;
¢, sratus hukum; dan
d. kegiatan,

(3) Data sebagaimana dimaksud pada avar (2} diperbaharui paling sedikit 1
(satu) lkali dalam 2 {dua] tahun.

Hasal F

(1] Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 avat (1) dilaksanakan
oleh Peranghkat Daeral yvang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
tidang kesatuan bangsa dan politik dengan membentuk Tim.

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada gvat (1] terdisi dar unsur:

a perangkat daerah jyang menyelenggarakan urusan pemerintahan
bidang kesatuan bangsa dan politk;

b. perangkat daerah vang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang kesejahteraan ralkyvar

c. perangkal daerah vang menvelengparakan utusan pemerintahan di
hidang administrasi kenangan daerah;

d. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
biudang penelitian dan pengembangan: dan

e. instansi vertikal vang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang keagamaan.

(3} Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputrusan
Huparti.

o PERCA FAE HAL G IRLR o Wi 1)
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Pasal 8
Pemerintah Daeralt dapat membentuk sistem informasi data.

Sistem informasi data sebagaimana dimalksud pada ayat (1) berupa aplilasi
sebagal savana penghimpunan data lembaga keagamaan di Daerah,

Bagian Ketiga
Sosialisasi

Pasal @

Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b terhadap
lembaga keagamaan.

Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuic
peningkatan kompetensi di bidang:

u. keagamaan

b, keorganisasian: dan/atau

¢. penatausaliaan.

Sosialisasl sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Peranglkai
Daerah vang menyelenggarakan urusan pemerintahan  di bidang
kesejahteraan  rakvat  berkoordinasi dengan  instansi  vertikal yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keagamaan.

Bagian Keempat
Banluan Keagamaan

Pasal 10

Bantuan Keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 avat (2) huruf ¢
diberikan kepada lembapa kedgamaar.

Lembaga keagamasn sebagalmana dimaksud pada avat (1] harus

memenihi kriteria:

a. bersifat nirlaba, sukarela dan sosial; dan

b. berstatus badan hukum Indonesia sesuai dengan kerertuan peraturan
perandang-undangan

Pasal 11

Bantuan Keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berupa hibah
uang, barang dan/atau jasa dengan memperhatikan kemampuan
keuwangan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bantuan Keagamaan sebagaimana dimaksud pada avat (1) diberikan dalam
bentuk hibah atau bantuan sosial atau bentuk lainnva sesual ketentuamn
peraturan perundang-undangan

Pemberian hibah atau bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada avat (2]
dilaksariakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

PERLIA, H‘T‘:"s' HAT A AT NPT NI
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Bagian Kelima
Fasilitasi

Pasal 12

(1) Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 avat (2) huruf d diberikan
kepada lembaga keagamaan untuk memperoleh stdlus baddn Rk,

(2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh
Peranglat Daerah yang menyelengparakan urusan pemerintahan di bidang
kesejahteraan rakyat berkoordinasi dengan Perangliat Daerah vang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan
politil,

Pasal 13

(1) Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dalam bentuk:
a, pendampingan pendaftaran; dan fatau
b, bantuan biava pendaftaran,

(2] Bantvuan biaya pendallaran sebagaimana dimaksud pada avat (1) hural b
dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangari.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan fasilitasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 dan Pasal 13 diatur dalam Peraturan Bupati,

BAR 11
PENGAWASAN

Pasal 15

(1] Bupati melaksanakan pengawasan pelaksanaan Pembinaan Lembaga
keagamaan.

(2} Pengawasan sebagaimana dimaksud pada avar (1) dilaksanakan oleh
Perangkar Daerah vang menyelenggarakan urusan pemenntahan di bidang
kesejahteraan sosial berkoordinasi dengan Perangkat Daerah vang
menyelenggarakan urusan pemerintghan di bidang kesatuan bangsa dan
politik.

BAB TV
FENDANAAN

Pasal 16

Pendanaarn Pembinaan Lembaga Keagamaan yang diatur dalam Perawran
Daerahb ini bersumber dan:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan

b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

JEETR MAE LS TR tTTy AL Wi
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KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal divndangkan.

Agar seliap orang mengetahuinya, memerintahlean pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannva dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu
Bungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 2& Desember 2022

G_Pj, BUPATI HULU SUNGAI

Mundangkan di Amuntat
pada tanggal 28 Desember 2022

ZAKLY ASSWAN

EETIBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUUNGAI UTARA
TAHUN 2022 NOMOR 11.

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERATIT KABUPATEN HULU SUNGAL UTARA
PROVINS] KALIMANTAN SELATAN (9-117/2022).
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HULL SUNGA] UTARA
NOMOR 11 TAHUN 2022

TENTANG
PEMBINAAN LEMBAGA KEACAMAAN

UMUM

Daiami ranghka turut meningkatkan keimanan dan  ketakwaan
masyarakatl kepada Tuhan yang Maha Esa serta kerukunan umsat
beragama di Daerah, Pembinaan Lembaga Keagamaan merupakan salah
satd upaya vang mampu mewujudkan hal tersebut khususnya melalu;
peniinglatan kesejahteraan unsur yang terlibat dalam kegiatan lembaga.
Dengan meningkatnya kesejahteraan, secara tidak langsung wmenjad!
dukungan bagi Lembaga Keagamaan dan unsurnya dalam melaksanakan
fungsinya sebagai organisasi yang bertujuan memajukan bidang
keagamasan di Daerah.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
mengamanatkan bahwa penvelenggaraan kesejahterdan sosial di Daerah
merupakan tanggung jawab ddarl Pemerintah Daerah, Tanggung jawab
tersebul  salah  satunyva  melalui  pengalokasikan angearan  uniuk
penyelenggaraan kesgjahteraan sosial dalam anggaran pendapatan dan
belanja daerah, Kemudian Undang-Undang Noinor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintalian Daerah dalam penjelasan pasalnya menyebutkan bahwa
dalam menyelenggarakan urusan agama sebagai urusan pemerintahan
absolut, daerah dapat memberikan hibal untuk penyelenggaraan kegiatan-
kegiatan keagamaan sebagai upayva meningkatkan keikutsertaan Daerzh
dalam menumbuhkembangkan kehidupan beragama.

Berdasarkan latar belakang di atas, Pemerintah Kabupaten perlu
untuk menyusun kebijakan dalam bentuk Peraturan Daerah vang
thmaksudkan sebagai pedoman, arahan, dan kepastian hukum dalam
Pembinaan Lembaga Keagamaan yang belum terdapat payung hukumnva
di Daergh. Pengaturan dalam Peraturan Daerah ini selain bertujuan
menunjang penyelenggaraan kesejahteraan sosial, juga bertujuan untuk
menciptakan Lembaga Keagamaan dl Daerah yang cerdas berorganisasi
dan mengoordinasikan kegiatan Perangkat Daerah dalam kegiatan
pembinaan,

Dalam Peraturan Daerah ni diatur mengenai Pembinaan, Laporan,
Pengawasan, dan Pendanaan, Adapun materi muatan Pembinaan
Mencakup Pendataan, Sosialisasi, Bantuan Keagamaan, dan Fasilitasi.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.
Pasal 2

Cukup jelas.

PRI RS, Tren TAILN A0as ey 1
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Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas,
Pasal 5
Culyp jelas.
Pasal &
Ayat (1)
Cukup jelas.
Avat (2
huruf a
Cukup jelas.
hurul b
Culup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
hurufd
Yang dimaksud dengan “kegiatan” adalah kegiatan
Lembaga Keagamaan, antara lain menaungi Rumah
Ibadah, menvelenggarakan kegiatan lieagamaan,
pendidikan agama, dan sebagainva.
Ayat (3]
Cukup jelas.
Pasgal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas,
Pasal 9
Avat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “keorgamisasian” adalah
Lkegiatan keorganisasian, antara lain pervusunan visi
misi organisasi, bentuk  organisasi, kegiatan
pengembangan organsasi, bentuk pertanggungiawaban
organisasi sebagai subjek hukum, dan sebagainva.
Hurufe _ _
Yang dimaksud dengan ‘“penatausahaan” .adgelah
kegiatan vang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan
pelaporan keuangan atas penggunaan  Banluan
Kesgamaan sesual dengan ketentuan yang berlaku.
FPasal 10
Cukup jelas.
Tasal 11
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.

TEREA HAR TS TANDN 2030 NOT]
T FEMITINAA N LA G NEAGAMAAN



10

Pasal 15

Cukup jelas.
Pasal 16

Cukup jelas.
Fasal 17

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAFERA
KABUPATEN HULU SUNGA! UTARA
NOMOR 33.
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